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Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi manajemen sumber daya
aparatur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan mixed
methods dengan desain explanatory sequential melalui analisis kuantitatif terhadap 99 Aparatur
Sipil Negara menggunakan PLS-SEM yang diperkuat wawancara kualitatif. Transformasi
manajemen sumber daya aparatur diukur melalui enam dimensi utama, sedangkan kinerja
organisasi diukur berdasarkan ketepatan waktu, efektivitas biaya, kualitas, kuantitas, kebutuhan
supervisi, serta dampak interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi
manajemen sumber daya aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah (3 = 0,832; p < 0,001). Dimensi budaya organisasi dan gaya kepemimpinan
menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Temuan ini menegaskan
bahwa keberhasilan reformasi birokrasi memerlukan penguatan budaya organisasi,
kepemimpinan transformasional, sistem merit dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Kata kunci: Transformasi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pemerintah, Reformasi
Birokrasi, ASN, Kabupaten Bandung Barat.

The Transformation Of Civil Servant Resource Management In Improving Government
Performance In West Bandung Regency West Java Province

Abstract

This research was conducted to examine how the transformation of civil servant human
resource management contributes to enhancing the performance of the local government in West
Bandung Regency. The study adopted a mixed-methods strategy utilizing an explanatory sequential
framework, in which quantitative analysis was first carried out on data obtained from 99 civil
servants through the PLS-SEM approach and subsequently reinforced with qualitative interview
findings. Within this investigation, the transformation variable was conceptualized through six core
dimensions, whereas governmental performance was assessed using indicators encompassing
service quality, work quantity, punctuality, cost efficiency, supervisory dependency, and
interpersonal influence. The empirical results indicate that the transformation of civil servant
resource management exerts a statistically significant and positive impact on regional governmental
performance (B = 0.832; p < 0.001). Furthermore, managerial cultural values together with
leadership patterns emerged as the most influential determinants in driving organizational
performance enhancement. The findings further suggest that improvements in public sector
performance are more substantially shaped by shifts in organizational culture and employee conduct
rather than relying solely on bureaucratic structural reform. These findings indicate that the success
of bureaucratic reform should be directed toward strengthening organizational culture and
transformational leadership integrated with merit systems and digital governance.

Keywords: Transformation of Human Resource Management of Public Apparatus, Government
Performance, Bureaucratic Reform, Civil Servants (ASN), West Bandung Regency.
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan
daerah saat ini dihadapkan pada tuntutan
yang semakin kompleks sebagai dampak
dari perkembangan ekonomi, perubahan
sosial, dan kemajuan teknologi yang
berlangsung secara cepat. Kondisi
tersebut menuntut pemerintah daerah
untuk mampu menghadirkan tata kelola
pemerintahan yang adaptif, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejalan dengan arah reformasi birokrasi
pada era Revolusi Industri 4.0, integrasi
teknologi digital dalam penyelenggaraan
pemerintahan menjadi elemen strategis
untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan publik sekaligus mendukung
kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola
pemerintahan diharapkan mampu
menciptakan  birokrasi yang lebih
responsif, efisien, dan selaras dengan
prinsip good governance (Fathony et al.,
2021). Namun demikian, keberhasilan
penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik tidak hanya ditentukan oleh
kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi
juga oleh kualitas sumber daya aparatur
yang memiliki kapasitas dan kompetensi
memadai (Suwarlan et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, sumber
daya aparatur memegang peranan penting
sebagai penggerak utama
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keberhasilan organisasi publik tidak
hanya diukur dari aspek administratif,
tetapi juga dari sejauh mana organisasi
mampu memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat melalui pelayanan publik
yang berkualitas (Bryson, 2020). Oleh
karena itu, kinerja pemerintah daerah
sangat dipengaruhi oleh kapasitas
aparatur, profesionalisme, dan perilaku

kerja pegawai dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan. Pengelolaan sumber daya
manusia sektor publik perlu
dikembangkan  melalui  pendekatan
berbasis kompetensi, akuntabilitas, dan
sistem merit guna menghasilkan aparatur
yang profesional dan Dberintegritas
(Berman et al, 2021). Selain itu,
kesesuaian antara kompetensi aparatur
dan tuntutan jabatan menjadi faktor
penting dalam mewujudkan pelayanan
publik yang efektif dan adaptif terhadap
kebutuhan masyarakat (Atmojo et al,
2017).

Transformasi manajemen sumber
daya aparatur menjadi bagian strategis
dalam upaya meningkatkan kinerja
organisasi pemerintahan melalui
perubahan yang menyentuh sistem,
kapasitas, dan perilaku aparatur.
Transformasi tersebut tidak hanya
berkaitan dengan pembenahan struktur
organisasi, tetapi juga mencakup
perubahan budaya kerja, pola interaksi,
dan praktik manajerial yang mampu
mendorong peningkatan profesionalisme,
akuntabilitas, serta efektivitas Kkerja
aparatur. Dalam perspektif manajemen

modern, keberhasilan transformasi
sumber daya manusia ditentukan oleh
kemampuan organisasi membangun

budaya kerja berorientasi kinerja serta
penerapan sistem penghargaan yang
mendukung tujuan strategis organisasi
(Ulrich & Dulebohn, 2020). Dengan
demikian, transformasi manajemen
aparatur diharapkan mampu menciptakan
keterpaduan antara kepentingan individu
pegawai dan sasaran organisasi
pemerintahan.

Perilaku aparatur pada dasarnya
dipengaruhi oleh nilai dan norma kerja
yang berkembang dalam organisasi
(Robbins & Judge, 2022). Kondisi tersebut
turut menentukan kualitas Kkinerja
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organisasi karena pola kerja aparatur
berkaitan langsung dengan efektivitas
pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Namun, implementasi reformasi birokrasi
di Indonesia masih menghadapi berbagai
kendala, terutama karena pengembangan
sumber daya manusia sering kali masih
berorientasi pada pemenuhan
administrasi formal dan belum
menyentuh dimensi substantif seperti
transformasi budaya Kkerja, penguatan
kepemimpinan, dan pembentukan
perilaku organisasi secara menyeluruh.
Akibatnya, perubahan yang dilakukan
belum memberikan dampak signifikan
terhadap peningkatan efektivitas dan
kinerja pemerintah daerah.

Secara normatif, reformasi birokrasi
di Indonesia diarahkan pada penguatan
sistem merit, peningkatan
profesionalisme ASN, dan pengembangan
tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.
Akan  tetapi, implementasinya  di
pemerintah daerah masih menghadapi
berbagai persoalan. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa kompetensi
aparatur, budaya kerja, kepemimpinan,
serta sistem manajemen kinerja belum
sepenuhnya selaras dengan tujuan
reformasi birokrasi. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa reformasi birokrasi
belum mampu mendorong perubahan
secara substantif. Penelitian terdahulu
mengungkapkan bahwa birokrasi publik
masih cenderung administratif dan
prosedural sehingga kemampuan
organisasi pemerintah dalam membangun
kinerja yang adaptif, inovatif, dan
berorientasi hasil belum berkembang
optimal (Armstrong et al., 2023).

Sebagai daerah otonom dengan
dinamika pembangunan yang tinggi,
Kabupaten Bandung Barat menghadapi

tantangan besar dalam pengelolaan
sumber daya aparatur pemerintahan.
Tingginya kompleksitas pelayanan publik,
meningkatnya ekspektasi masyarakat,
serta tuntutan percepatan pembangunan
menuntut aparatur yang profesional,
adaptif, dan berorientasi pada Kkinerja.
Namun demikian, Kkondisi empiris
menunjukkan kualitas kinerja aparatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat belum sepenuhnya
optimal. Berdasarkan Human Capital
Development Plan (HCDP) Tahun 2025,
masih ditemukan ketidaksesuaian
kompetensi  aparatur, baik teknis,
manajerial, maupun  sosial-kultural,
terhadap standar kompetensi jabatan
pada perangkat daerah.

Selain itu, distribusi
antarperangkat daerah masih
menunjukkan ketimpangan yang
berdampak pada tidak meratanya beban
kerja dan menurunkan efektivitas
pelaksanaan tugas pemerintahan. Dari sisi
organisasi, masih terdapat
ketidaksesuaian antara capaian Kinerja
individu ASN dan indikator kinerja
perangkat daerah sebagaimana tercantum
dalam laporan LAKIP Tahun 2023-2024.
Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi
antara sistem penilaian kinerja individu
dan target organisasi belum berjalan
optimal. Permasalahan tersebut diperkuat
oleh penerapan sistem merit yang belum
efektif serta rendahnya literasi digital
aparatur yang menghambat implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

Berbagai persoalan tersebut
berkaitan erat dengan pola pengelolaan
aparatur yang masih  cenderung
konvensional dan administratif.
Pengelolaan sumber daya aparatur selama

aparatur
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ini lebih menitikberatkan pada kepatuhan
prosedural dibandingkan transformasi
organisasi, penguatan budaya kerja, dan
pengembangan kepemimpinan. Padahal,
dalam perspektif manajemen publik,
kinerja  organisasi  sektor  publik
dipengaruhi oleh keterpaduan antara
sistem organisasi, manajemen Kkinerja,
budaya organisasi, dan efektivitas
kepemimpinan (Bernardin & Russell,
1998). Tanpa transformasi manajemen
yang menyeluruh, peningkatan Kkinerja
aparatur cenderung bersifat parsial dan
sulit menghasilkan perubahan
berkelanjutan.

Transformasi manajemen sumber
daya aparatur merupakan pendekatan
strategis yang menekankan perubahan
menyeluruh terhadap sistem, proses
kerja, dan nilai organisasi pemerintahan.
Transformasi tersebut mencakup
pengembangan sistem organisasi yang
adaptif, strategi akuisisi sumber daya
manusia berbasis kompetensi,
manajemen kinerja berorientasi hasil,
penguatan budaya kerja profesional,
kepemimpinan  transformatif, serta
penerapan sistem insentif yang mampu
mendorong peningkatan kinerja aparatur.
Dukungan  pimpinan dan  sinergi
antarpegawai menjadi faktor penting
dalam membangun sistem organisasi yang
mampu memperkuat profesionalisme
aparatur dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik (Afriyana, 2022).

Pada era digital, transformasi
aparatur menjadi aspek penting dalam
mendukung  keberhasilan  reformasi
birokrasi dan peningkatan Kkinerja
organisasi sektor publik. Tata kelola
pemerintahan modern menuntut integrasi
teknologi digital dengan restrukturisasi
organisasi agar pelayanan publik dapat
berjalan lebih responsif, efektif, dan
efisien (Dunleavy et al., 2020). Organisasi

\ ¥
pemerintah juga dituntut memiliki
orientasi pada hasil, akuntabilitas, dan
efisiensi  sebagai indikator utama
keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan  modern  (Pollitt &

Bouckaert, 2020). Selain restrukturisasi
organisasi, transformasi juga mencakup
integrasi teknologi dalam pengelolaan
SDM, adaptasi budaya kerja yang dinamis,
penguatan kepemimpinan, serta sistem
penghargaan yang mampu meningkatkan
produktivitas dan inovasi aparatur (Yang,
2024; Dessler, 2020).

Meskipun penelitian  mengenai
transformasi manajemen sumber daya
aparatur telah banyak dilakukan, kajian
yang membahas pengaruhnya terhadap
kinerja pemerintah daerah secara
komprehensif masih terbatas, khususnya
dalam konteks pemerintahan daerah di
Indonesia. Sebagian besar penelitian
terdahulu lebih berfokus pada dimensi
tertentu atau variabel manajerial secara
parsial. Akibatnya, hubungan antara
transformasi pengelolaan aparatur dan
kinerja organisasi pemerintah daerah
belum tergambarkan secara menyeluruh.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya
research gap yang perlu dikaji lebih lanjut
melalui pendekatan yang
mengintegrasikan berbagai aspek
transformasi manajemen sumber daya
aparatur dalam satu kerangka analisis
yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang
tersebut, penelitian ini diarahkan untuk
mengkaji pengaruh transformasi
manajemen sumber daya aparatur
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat. Penelitian ini memiliki
kebaruan pada pengembangan model
transformasi manajemen sumber daya
aparatur yang mengintegrasikan enam
dimensi utama, yaitu evolusi sistem
organisasi, akuisisi sumber daya manusia,
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manajemen  kinerja, nilai  budaya
manajemen, gaya kepemimpinan, dan
strategi insentif dalam satu kerangka
analisis yang terpadu.

Penelitian ini diharapkan
memberikan Kkontribusi teoritis dalam
pengembangan ilmu manajemen sumber
daya aparatur publik, khususnya terkait
model  transformasi  aparatur  di
lingkungan pemerintah daerah. Secara
praktis, hasil penelitian diharapkan
menjadi rujukan bagi pemerintah daerah
dalam menyusun kebijakan pengelolaan
aparatur yang lebih adaptif, profesional,
dan berkelanjutan guna mendukung
peningkatan Kkinerja organisasi dan
kualitas pelayanan publik. Berdasarkan
uraian tersebut, penelitian ini difokuskan
pada tiga persoalan utama, yaitu: (1)
bagaimana pengaruh transformasi
manajemen sumber daya aparatur
terhadap kinerja pemerintah daerah; (2)
aspek transformasi apa yang paling
berpengaruh  terhadap  peningkatan
kinerja pemerintah daerah; dan (3)
bagaimana formulasi model transformasi
manajemen sumber daya aparatur yang
efektif dalam mendukung peningkatan
kinerja pemerintah daerah secara
berkelanjutan.

METODE
Jenis Penelitian

Kajian ini menerapkan pendekatan
mixed ~methods dengan rancangan
explanatory sequential, yang diawali
melalui tahapan analisis kuantitatif
menggunakan metode explanatory survey.
Analisis tersebut dilakukan dengan
memanfaatkan  Structural  Equation
Modeling (SEM) berbasis Partial Least

Square (PLS) guna mengidentifikasi
hubungan  antarvariabel  penelitian.
Selanjutnya, perolehan yang didapati dari
pengolahan data kuantitatif diperdalam
melalui pendekatan kualitatif dengan
teknik wawancara, sehingga interpretasi
temuan dapat dijelaskan secara lebih
mendalam, utuh, dan menyeluruh. Pada
fase kuantitatif, fokus utama penelitian
diarahkan pada pengujian hipotesis
terkait adanya pengaruh yang bersifat
positif serta signifikan dari transformasi
manajemen sumber daya aparatur pada

peningkatan kinerja Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat.
Perolehan  pengujian  hipotesis

tersebut digunakan sebagai dasar untuk
menjelaskan hubungan kausal
antarvariabel penelitian, yang selanjutnya
diperdalam melalui analisis kualitatif guna
memperoleh pemahaman yang lebih
menyeluruh mengenai mekanisme
transformasi manajemen sumber daya
aparatur dalam mendorong peningkatan
kinerja organisasi pemerintah daerah.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Kajian ini dilaksanakan pada tahun
2025 di  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa
Barat. Lokasi penelitian = meliputi
perangkat daerah yang  memiliki
keterlibatan langsung dalam pengelolaan
aparatur serta pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Target/Subjek Penelitian

Populasi pada kajian ini mencakup
seluruh ASN di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah
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8.693 orang dan tersebar pada berbagai
perangkat daerah serta jenjang jabatan.
Populasi tersebut meliputi aparatur yang
terlibat dalam proses perumusan
kebijakan, pelaksanaan program, hingga
administrasi pengelolaan sumber daya
aparatur dan kinerja pemerintahan
daerah. Dengan cakupan tersebut,
populasi  penelitian dinilai mampu
merepresentasikan  struktur birokrasi
pemerintah daerah pada level strategis,
koordinatif, maupun operasional.

Secara struktural, populasi
penelitian terdiri atas beberapa kelompok
utama, yaitu kepala perangkat daerah,
camat, kepala subbagian kepegawaian,
serta ASN pada berbagai jenjang pangkat
dan golongan. Kelompok tersebut dipilih
karena memiliki Kketerlibatan langsung
dalam pengelolaan sumber daya aparatur,
baik pada tingkat pengambilan kebijakan
strategis, koordinasi wilayah, maupun
pelaksanaan teknis administrasi
kepegawaian di lingkungan pemerintah
daerah.

Berdasarkan  jumlah populasi
tersebut, sampel penelitian ditetapkan
sebanyak 99 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Metode  penarikan sampel dalam
penelitian ini menerapkan teknik
probability sampling melalui metode
stratified random sampling. Teknik

tersebut dilakukan dengan membagi
populasi ke dalam beberapa lapisan atau
strata sesuai tingkat jabatan, selanjutnya
pemilihan responden pada setiap strata
dilakukan secara acak dengan
mempertimbangkan proporsi jumlah
anggota pada masing-masing kelompok.
Pendekatan ini  digunakan  untuk
memastikan keterwakilan setiap jenjang
jabatan dalam populasi penelitian serta
meningkatkan validitas dan kemampuan
generalisasi hasil penelitian terhadap

kondisi birokrasi pemerintah daerah
secara lebih menyeluruh.
Penerapan teknik  probability

sampling memberikan kesempatan bagi
peneliti untuk memperoleh gambaran
populasi yang lebih proporsional dan
komprehensif, sekaligus meminimalkan
potensi bias yang dapat muncul akibat
dominasi kelompok jabatan tertentu
dalam penelitian. Melalui pendekatan
tersebut, hasil penelitian diharapkan
mampu merepresentasikan keberagaman
karakteristik serta perspektif pada setiap
jenjang jabatan secara lebih akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan secara
metodologis.

Penetapan jumlah sampel pada
kajian ini dilaksanakan dengan
menerapkan formula Slovin sebagai
pendekatan perhitungan, dengan
memperhatikan besaran tingkat

kekeliruan ataupun margin of error yang
ditoleransi. Adapun bentuk persamaan
yang dipakai dapat dijabarkan seperti
berikut:

N

N = {INe

dimana n adalah jumlah sampel, N
adalah jumlah populasi, dan e adalah
margin of error.

1+ 8693 x 0,01 =1+ 86,93 = 87,93

__ 8693
n= 5% ~ 98,86

Perolehan penghitungan sampel
dengan menerapkan rumus Slovin
mengindikasikan bahwasanya dari total
populasi berjumlah 8.693 individu serta
tingkat kesalahan yang ditetapkan
sejumlah 10%, maka jumlah responden
minimal yang diperlukan dalam kajian ini
jalah  sejumlah 99 orang. Hasil
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perhitungan tersebut menunjukkan pada
margin  of error 10%, penelitian
memerlukan sedikitnya 99 responden
untuk dapat merepresentasikan
karakteristik populasi secara
proporsional dan menghasilkan tingkat
kepercayaan yang memadai. Sementara
itu, pada tahap kualitatif, subjek penelitian
terdiri atas pejabat struktural, pengelola

kepegawaian, serta aparatur yang
memiliki peran strategis dalam proses
pengambilan keputusan dan
implementasi  kebijakan = manajemen

sumber daya aparatur di lingkungan
pemerintah daerah.

Prosedur

Tahapan penelitian dimulai dengan

proses penghimpunan data numerik
melalui metode survei yang
memanfaatkan  instrumen  kuesioner
terstruktur sebagai alat utama

pengumpulan informasi. Data yang telah
terkumpul kemudian diolah serta
dianalisis secara sistematis guna mengkaji
serta membuktikan hubungan pengaruh
transformasi pengelolaan sumber daya
aparatur pada tingkat kinerja pemerintah
daerah. Hasil analisis  kuantitatif
kemudian digunakan sebagai dasar dalam
menentukan informan serta fokus
wawancara pada tahap  kualitatif.
Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan
untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai makna, proses,
serta berbagai faktor kontekstual yang
mempengaruhi dan menjelaskan hasil
temuan kuantitatif penelitian.

Data, Instrumen, dan
Pengumpulan Data

Data yang dipakai mencakup dua
jenis, yakni data kuantitatif serta data

kualitatif. Informasi kuantitatif
dikumpulkan melalui instrumen
kuesioner tertutup yang dirancang
berdasarkan indikator-indikator pada
masing-masing  variabel penelitian.
Pengukuran variabel transformasi
manajemen sumber daya aparatur

dilakukan dengan mengacu pada enam
aspek pokok, meliputi perkembangan
sistem organisasi, proses perolehan
sumber daya manusia, pengelolaan
kinerja, nilai-nilai budaya manajerial, pola
kepemimpinan, serta kebijakan
pemberian insentif. Adapun variabel
kinerja pemerintah daerah dianalisis
melalui sejumlah indikator, antara lain
mutu pekerjaan, tingkat produktivitas,
ketepatan pelaksanaan waktu, efisiensi
penggunaan biaya, intensitas kebutuhan
pengawasan, serta pengaruh
interpersonal dalam lingkungan kerja.

Di sisi lain, data kualitatif diperoleh
melalui wawancara mendalam dan kajian
dokumentasi, seperti dokumen kebijakan

kepegawaian serta laporan Kkinerja
pemerintah daerah. Seluruh proses
pengumpulan data dilakukan secara

langsung dengan tetap memperhatikan
prinsip validitas dan reliabilitas agar data
yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data numerik pada
penelitian  ini  dilakukan = melalui
pendekatan Structural Equation Modeling
berbasis Partial Least Square (SEM-PLS).
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Pendekatan tersebut dipilih karena
memiliki kemampuan untuk menganalisis
keterkaitan kausal antar konstruk laten
secara simultan, serta dinilai efektif
diterapkan pada penelitian dengan jumlah
sampel yang tidak terlalu besar. Tahapan
analisis mencakup dua bagian pokok,
yakni pengujian model pengukuran
(measurement model) serta evaluasi
model struktural (structural model).

Tahap awal difokuskan pada
pengujian kualitas instrumen melalui uji
validitas dan reliabilitas pada model
pengukuran. Pengujian validitas
konvergen dilakukan dengan
memperhatikan perolehan outer loading
yang > 0,70 serta perolehan Average
Variance Extracted (AVE) < 0,50. Selain itu,
validitas diskriminan dianalisis
menerapkan pendekatan Fornell-Larcker
criterion serta perolehan cross loading
guna memastikan bahwasanya masing-
masing konstruk mampu
merepresentasikan konsep yang berbeda
secara memadai dibandingkan konstruk
lainnya.

Selanjutnya, pengujian reliabilitas
dilaksanakan dengan mengacu pada
perolehan  Cronbach’s Alpha serta
Composite Reliability (CR) > minimum
0,70. Perolehan tersebut mengindikasikan
tingkatan konsistensi internal indikator
dalam merefleksikan konstruk yang
diukur.

Apabila model pengukuran telah

memenuhi  kriteria  validitas  dan
reliabilitas, maka proses analisis
diteruskan pada pengujian model

struktural. Pada tahapan ini, korelasi
antarvariabel laten dianalisis melalui
perolehan path coefficient, t-statistic, serta
p-value guna menentukan tingkatan
signifikansi pengaruh antar konstruk
dalam model penelitian.

Sementara itu, data nonnumerik
dianalisis menerapkan  pendekatan
analisis tematik yang mencakup proses
reduksi data, penyajian informasi, serta
penarikan interpretasi akhir. Temuan
kualitatif tersebut dimanfaatkan guna

memberikan penguatan, pendalaman
makna, serta penjelasan kontekstual
terhadap hasil analisis kuantitatif,

khususnya dalam ruang lingkup empiris
pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Transformasi Manajemen
Sumber Daya Aparatur terhadap
Kinerja Pemerintah

Perolehan  analisis  kuantitatif
mengindikasikan bahwasanya

Transformasi Manajemen Sumber Daya
Aparatur (TMSDA) berdampak positif
serta signifikan pada kinerja Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat. Temuan
tersebut mengindikasikan bahwa
perubahan yang bersifat sistemik dalam
pengelolaan aparatur mempunyai
peranan krusial pada mendorong
peningkatan kinerja organisasi
pemerintah daerah secara lebih efektif.
Dari sudut pandang konseptual, temuan
kajian ini konsisten dengan pendekatan
Strategic Human Resource Management
yang menegaskan bahwasanya
pengelolaan SDM secara strategis serta
selaras dengan arah kebijakan organisasi
berperanan krusial pada mendorong
peningkatan performa kerja. Hal tersebut
diwujudkan melalui optimalisasi
kompetensi, penguatan loyalitas, serta
pembentukan perilaku kerja aparatur
yang lebih efektif dan produktif (Ulrich &
Dulebohn, 2020).

Temuan  penelitian ini juga
memperkuat teori perilaku organisasi
yang menjelaskan bahwa nilai, norma, dan
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budaya kerja memiliki pengaruh langsung
terhadap kinerja individu maupun
organisasi (Robbins & Judge, 2022). Dalam
penelitian ini, dominannya dimensi nilai
budaya manajemen dan gaya
kepemimpinan menunjukkan bahwa
aspek budaya organisasi dan perilaku
aparatur mempunyai dampak yang lebih
besar pada  peningkatan  kinerja
dibandingkan = perubahan  struktural
organisasi semata.

Perolehan kajian ini juga konsisten
dengan berbagai studi terdahulu yang
mengindikasikan bahwasanya reformasi
birokrasi berbasis transformasi SDM
mempunyai kontribusi signifikan pada
peningkatan kinerja sektor publik. Akan

tetapi, penelitian ini memberikan
penguatan empiris yang lebih
komprehensif melalui integrasi enam

dimensi transformasi ke dalam satu model
analisis yang utuh. Pendekatan tersebut

memungkinkan penelitian ini
memberikan gambaran hubungan yang
lebih  holistik mengenai pengaruh

transformasi manajemen sumber daya
aparatur terhadap Kkinerja organisasi
pemerintah daerah dibandingkan
penelitian sebelumnya yang umumnya
masih bersifat parsial.

Dengan demikian, temuan kajian ini
tidak sekadar memperkuat teori-teori
yang telah berkembang sebelumnya,
namun juga memperluas pemahaman
bahwa peningkatan kinerja pemerintah
daerah  sangat  dipengaruhi  oleh
transformasi yang dilakukan secara
integratif. Dalam konteks tersebut, aspek
budaya organisasi dan kepemimpinan
terbukti memiliki peran strategis sebagai
penggerak utama dalam mendorong
perubahan dan peningkatan Kinerja
organisasi pemerintahan.

Tabel 1. Pengujian Validitas berdasarkan
Average Variance Extracted (AVE);
Reliabilitas berdasarkan Cronbach’s Alpha
(CA) dan Composite Reliability (CR)

Average

Cronbach's Composite variance
alpha reliability (rho_c) extracted

(AVE)

Kinerja Pemerintah (Y) 0.922 0.939 0.719

X1 0.835 0.924 0.858

X2 0.871 0.939 0.886

X3 0.757 0.892 0.804

X4 0.778 0.900 0.819

X5 0.793 0.906 0.828

X6 0.705 0.872 0.772

Tabel 2. Pengujian Validitas Diskriminan:
Fornell & Larcker

Kinerja
Pemerintah X1 X2 X3 X4 X5 X6
\4)

(0.848)

0677 (0.926)

0.687 0.576 (0.941)

0.654 0.569 0.567 (0.897)

0.660 0.603 0.580 0.588 (0.905)

0.690 0.541 0.551 0.628 0.635 (0.910)

0.676 0.648 0.566 0.607 0.637 0.663 (0.879)

Berdasarkan Tabel 1 dan 3, hasil
pengujian model struktural menggunakan
SEM-PLS mengindikasikan bahwasanya
seluruh indikator pada variable kajian
telah mencukupi Kkriteria validitas serta
reliabilitas. Dengan demikian, model
penelitian dikatakan layak digunakan
untuk menganalisis hubungan kausal
antarvariabel.
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Tabel 3. Pengujian Path Coefficient &
Signifikansi Pengaruh

Standard T statistics p

Original Sample s
sample (O) mean (M) E’gﬁg% (|OI\S/I1;DE values
Transformasi
Manajemen Sumber
Daya Aparatur (X) - 0.832 0.844 0.075 11.084 0.000
> Kinerja
Pemerintah ()

Berdasarkan hasil pengolahan data
pada Tabel 3, variabel Transformasi
Manajemen Sumber Daya Aparatur (X)
terbukti memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap Kinerja Pemerintah
(Y). Nilai koefisien jalur sebesar 0,832
menunjukkan hubungan yang kuat dan
linear positif antara kedua variabel.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa
semakin efektif transformasi dalam tata
kelola dan pengembangan sumber daya
aparatur, maka semakin tinggi pula
capaian kinerja pemerintah daerah. Hasil
pengujian  signifikansi  memperkuat
temuan tersebut, di mana nilai T-Statistics
sebesar 11,084 lebih besar dari 1,96 dan
nilai P-Values sebesar 0,000 < 0,05.
Dengan demikian, hipotesis penelitian
dinyatakan diterima, sehingga
transformasi manajemen sumber daya
aparatur terbukti memberikan kontribusi
nyata terhadap peningkatan kinerja
Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat.\n\nPada dimensi Evolusi Sistem
Organisasi  (X1),  hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterbukaan
organisasi dan pemberdayaan aparatur
memperoleh  respons  positif  dari
responden. Temuan ini mencerminkan
adanya perubahan paradigma birokrasi
dari pola hierarkis menuju organisasi yang
lebih adaptif, kolaboratif, dan partisipatif.
Secara empiris, keterbukaan organisasi
mampu meningkatkan kualitas kinerja
melalui kejelasan informasi, pembagian
peran, dan penguatan koordinasi Kkerja.
Selain itu, pemberdayaan aparatur

meningkatkan  produktivitas  karena
aparatur memiliki ruang untuk berinisiatif
dan bekerja lebih mandiri. Keterbukaan
sistem organisasi juga berdampak pada
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan

melalui percepatan koordinasi dan
pengambilan keputusan, sehingga
mendukung  peningkatan efektivitas
pelayanan publik.

Dalam konteks efektivitas biaya,
hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem organisasi yang terbuka dan
kolaboratif mampu menekan inefisiensi
akibat duplikasi program dan lemahnya
koordinasi antarbidang. Integrasi lintas
unit dan transparansi informasi menjadi
faktor penting dalam pengelolaan sumber
daya secara efisien. Selain itu, peningkatan
kemandirian aparatur = menunjukkan
bahwa pemberdayaan berfungsi sebagai
mekanisme penguatan kontrol internal
organisasi. Aparatur yang memahami
tugas dan tanggung jawabnya secara jelas
cenderung membutuhkan pengawasan
yang lebih rendah, sehingga mampu
meningkatkan efisiensi organisasi.

Dari sisi interpersonal, keterbukaan
organisasi menciptakan iklim kerja yang
lebih kolaboratif dan didasarkan pada
rasa saling percaya, sehingga
meningkatkan  kerja  sama  serta
meminimalkan konflik organisasi.

Pada dimensi Transformasi dalam
Akuisisi Sumber Daya Manusia (X2), hasil
penelitian menunjukkan bahwa
pengembangan tenaga kerja yang adaptif
dan pembentukan tim kerja kolaboratif
mencerminkan pergeseran dari
pendekatan administratif menuju
pendekatan strategis dalam pengelolaan
SDM. Temuan ini sejalan dengan konsep
strategic human resource management
yang menekankan pentingnya kesesuaian
antara  kompetensi  aparatur  dan
kebutuhan organisasi.
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Penempatan aparatur berbasis
kompetensi  terbukti = meningkatkan
kualitas kerja dan mengurangi kesalahan
akibat ketidaksesuaian jabatan. Kepala

BKPSDM menyampaikan bahwa
pengelolaan aparatur berbasis
kompetensi mampu menghasilkan
capaian kerja yang lebih optimal,

sedangkan Kepala Bidang Organisasi
menegaskan bahwa pembentukan tim
yang tepat dapat meningkatkan efektivitas
kerja organisasi.

Dari aspek kuantitas kinerja, pola
kerja  berbasis tim meningkatkan
produktivitas kolektif dan mempercepat
penyelesaian  pekerjaan. Tim yang
kolaboratif juga mampu mempercepat
koordinasi dan pengambilan keputusan
sehingga berdampak pada peningkatan
ketepatan waktu pelayanan publik. Selain
itu, penempatan aparatur yang tepat
mampu mengoptimalkan penggunaan
sumber daya dan mengurangi
pemborosan anggaran organisasi.

Pada dimensi Transformasi dalam
Manajemen Kinerja (X3), hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan sistem
manajemen kerja yang lebih terstruktur
dan berbasis teknologi memberikan
kontribusi terhadap peningkatan kualitas
kinerja aparatur. Aparatur memiliki
indikator dan standar kerja yang lebih
jelas sehingga mampu meningkatkan
konsistensi hasil kerja. Penggunaan sistem
berbasis teknologi juga mengurangi
subjektivitas dalam penilaian serta
memungkinkan pemantauan progres
kerja secara real time.

Dimensi Transformasi dalam Nilai
Budaya Manajemen (X4) menjadi aspek
yang paling dominan dalam memengaruhi
kinerja pemerintah daerah. Internalisasi
nilai  profesionalisme, transparansi,

inovasi, dan akuntabilitas membentuk
perilaku kerja aparatur yang lebih
bertanggung jawab dan berorientasi pada
hasil. Budaya kerja yang positif
menciptakan iklim organisasi yang
kondusif, kolaboratif, dan minim konflik
sehingga  meningkatkan efektivitas
organisasi.

Pada dimensi Transformasi dalam
Gaya Kepemimpinan (X5), hasil penelitian
menunjukkan adanya perubahan menuju
pola kepemimpinan yang lebih partisipatif
dan komunikatif. Gaya kepemimpinan
tersebut mampu meningkatkan motivasi,

produktivitas, efisiensi Kkerja, serta
hubungan  kerja  yang  harmonis
antaraparatur.

Sementara ity, dimensi

Transformasi dalam Strategi Insentif (X6)
menunjukkan bahwa sistem insentif
berbasis kinerja dan kerja tim mampu
meningkatkan motivasi dan komitmen
aparatur terhadap pencapaian target
organisasi. Secara keseluruhan, hasil
penelitian menegaskan bahwa
Transformasi Manajemen Sumber Daya
Aparatur memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat, terutama
melalui penguatan budaya organisasi dan

kepemimpinan yang adaptif serta
berorientasi pada pelayanan publik.
Kontribusi Dimensi Transformasi

Manajemen Sumber Daya Aparatur
Kontribusi ilmiah penelitian ini tidak
hanya terletak pada pengujian hubungan
antarvariabel secara kuantitatif, tetapi
juga pada pengembangan pemaknaan
konseptual melalui integrasi antara
temuan empiris dan teori yang relevan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan
prinsip grounded theory, di mana konsep
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dan hubungan antarvariabel dibangun
berdasarkan pola empiris yang ditemukan
di lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan dimensi nilai budaya
manajemen dan gaya kepemimpinan
memiliki pengaruh paling dominan
terhadap peningkatan kinerja pemerintah
daerah. Temuan ini memperkuat
perspektif strategic human resource
management (SHRM) dan teori perilaku
organisasi yang menekankan pentingnya
keselarasan nilai, norma Kkerja, dan
kepemimpinan dalam membentuk kinerja

organisasi.
Transformasi nilai budaya
manajemen terbukti berpengaruh

terhadap kualitas kerja, efektivitas biaya,
dan hubungan interpersonal aparatur.
Internalisasi nilai profesionalisme,
integritas, dan kolaborasi berfungsi
sebagai mekanisme kontrol informal yang
mampu mengarahkan perilaku Kkerja
secara konsisten tanpa ketergantungan

tinggi pada  pengawasan  formal.
Sementara itu, transformasi gaya
kepemimpinan mendukung teori
kepemimpinan transformasional yang
menekankan peran pemimpin dalam
memotivasi, memberdayakan, dan

membangun komitmen aparatur terhadap
tujuan organisasi. Kepemimpinan yang
partisipatif dan visioner terbukti mampu
meningkatkan kemandirian kerja,
mempercepat penyelesaian tugas, dan
memperkuat akuntabilitas aparatur.
Model transformasi yang dihasilkan
dalam penelitian ini menunjukkan nilai
budaya manajemen dan gaya
kepemimpinan menjadi key leverage
factors yang menggerakkan dimensi lain,
khususnya sistem kerja inovatif dan
orientasi kinerja organisasi. Budaya
organisasi yang menekankan integritas,
profesionalisme, semangat pelayanan, dan
kerja sama menjadi fondasi pembentukan

perilaku aparatur, sedangkan
kepemimpinan kolaboratif berperan
sebagai penggerak perubahan organisasi
secara dinamis. Penguatan kedua aspek
tersebut berdampak langsung terhadap
efektivitas sistem kerja, seperti birokrasi
digital, proses kerja yang cepat dan tepat,
serta kerja tim yang terpadu.

Secara teoretis, model ini dibangun
berdasarkan integrasi perspektif SHRM,
teori perilaku organisasi, dan teori
manajemen kinerja organisasi Bernardin
dan Russell (1998). Ketiga perspektif
tersebut menegaskan bahwa peningkatan
kinerja organisasi tidak cukup dilakukan
melalui perubahan struktural, tetapi juga
memerlukan transformasi nilai, budaya
kerja, dan kepemimpinan sebagai faktor
utama pembentuk perilaku aparatur.

Berdasarkan hasil analisis, model
transformasi manajemen sumber daya
aparatur dirumuskan ke dalam empat
dimensi utama, yaitu: (1) transformasi
nilai dan perilaku aparatur sebagai
fondasi perubahan organisasi; (2)
kepemimpinan adaptif dan kolaboratif
sebagai penggerak transformasi; (3)
sistem kerja inovatif dan efisien sebagai
enabler organisasi; serta (4) orientasi
kinerja dan penciptaan nilai publik
sebagai tujuan akhir transformasi.

Penelitian ini juga memperluas
kajian terdahulu yang umumnya masih
membahas transformasi manajemen SDM
secara parsial. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya, kajian ini mengintegrasikan
dimensi budaya organisasi dan
kepemimpinan ke dalam satu model
transformasi yang utuh dan kontekstual
dalam lingkungan pemerintahan daerah.
Dengan  demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi teoritis dan
praktis dalam pengembangan model
transformasi manajemen sumber daya
aparatur yang lebih komprehensif, adaptif,
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dan relevan untuk mendukung reformasi
birokrasi dan peningkatan Kkinerja
pemerintah daerah.

Model Transformasi Aparatur Berbasis
Budaya Kepemimpinan Kolaboratif dan Inovatif DaeADaerah

Kepemimpioan Adapti
& Kolaboratif

),
KOLABORATIF & INOVATIF
_TOLABORATIF & INOVAT

Gaya
Kepemimpinan

Gambar 1. Visual Model Transformasi
Ideal Kabupaten Bandung Barat

Visual Model Transformasi Ideal
Kabupaten Bandung Barat yang dihasilkan
dalam penelitian ini menawarkan
kebaruan melalui pendekatan integratif
yang memadukan dimensi nilai dan
perilaku aparatur, kepemimpinan, sistem
kerja, serta orientasi kinerja ke dalam satu
kerangka analisis yang komprehensif.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya
yang umumnya bersifat parsial, model ini
menempatkan budaya organisasi dan
kepemimpinan sebagai key driving factors
yang secara langsung memengaruhi
efektivitas sistem kerja dan capaian
kinerja organisasi. Model tersebut juga
dibangun berdasarkan realitas empiris
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga memiliki relevansi tinggi
terhadap konteks kelembagaan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dimensi transformasi nilai dan
perilaku aparatur ditempatkan sebagai
fondasi utama model karena hasil analisis
SEM-PLS menunjukkan bahwa nilai
budaya manajemen memiliki pengaruh
paling dominan terhadap kinerja
organisasi. Nilai integritas,

profesionalisme, kolaborasi, dan orientasi
pelayanan terbukti membentuk pola kerja,
kualitas interaksi, dan konsistensi kinerja
aparatur. Temuan ini menunjukkan
internalisasi nilai organisasi menjadi
determinan utama dalam mendorong
efektivitas birokrasi.

Dimensi kepemimpinan adaptif dan
kolaboratif juga menunjukkan pengaruh

signifikan terhadap kualitas kinerja,
efektivitas biaya, dan hubungan
interpersonal. Kepemimpinan  yang

menekankan keteladanan, pemberdayaan,
dan kolaborasi lintas wunit berperan
sebagai driving force dalam membentuk
budaya kerja dan memperkuat kohesi
organisasi.

Sementara itu, dimensi sistem kerja
inovatif dan efisien berkontribusi
terhadap peningkatan efisiensi,
produktivitas, dan ketepatan waktu kerja
melalui  penyederhanaan  prosedur,
pemanfaatan teknologi, dan penguatan
koordinasi lintas unit. Adapun dimensi
orientasi kinerja dan nilai publik
menunjukkan transformasi aparatur tidak
hanya diarahkan pada pencapaian target
administratif, tetapi juga pada
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, model ini
menegaskan peningkatan kinerja
pemerintah daerah memerlukan
transformasi yang tidak hanya berfokus
pada sistem administratif, tetapi pada
penguatan budaya organisasi dan
kepemimpinan sebagai faktor wutama
perubahan birokrasi yang berkelanjutan.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian
ini:

Pertama, transformasi manajemen
sumber daya aparatur  terbukti
memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis
menunjukkan semakin optimal
implementasi transformasi manajemen
aparatur, maka semakin tinggi pula
capaian Kkinerja pemerintah daerah.
Temuan ini menegaskan  kualitas
pengelolaan aparatur menjadi faktor
penting dalam menentukan efektivitas
penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pelayanan publik di Kabupaten Bandung
Barat.

Kedua, setiap dimensi transformasi
manajemen sumber daya aparatur
memiliki tingkat pengaruh yang berbeda
terhadap kinerja pemerintah daerah, baik

dari sisi kekuatan maupun
signifikansinya. Hasil pengujian
menunjukkan seluruh dimensi yang
meliputi evolusi sistem organisasi,
akuisisi sumber daya manusia,
manajemen  kinerja, nilai  budaya

manajemen, gaya kepemimpinan, serta
strategi insentif memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan Kkinerja,
meskipun tingkat pengaruhnya bervariasi.

Ketiga, dimensi nilai budaya
manajemen dan gaya kepemimpinan
merupakan aspek paling dominan dalam
memengaruhi peningkatan kinerja
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Kedua dimensi tersebut memberikan
kontribusi terbesar, terutama dalam
memperkuat kualitas kinerja, efektivitas
biaya, dan dampak interpersonal dalam
organisasi pemerintah. Kondisi ini
menunjukkan perubahan nilai, budaya

kerja, dan pola kepemimpinan aparatur
memiliki peran strategis dalam
mendorong peningkatan kinerja birokrasi
secara berkelanjutan.

Keempat, kuat atau lemahnya
pengaruh setiap dimensi transformasi
terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi
oleh faktor internal birokrasi, khususnya
perubahan perilaku aparatur, kapasitas
profesional, budaya kerja, dan kualitas
kepemimpinan. Hasil analisis kuantitatif
yang diperkuat temuan  kualitatif
menunjukkan dimensi yang menyentuh
aspek nilai, komitmen, dan pola kerja
aparatur memiliki pengaruh lebih kuat
dibandingkan dimensi yang Dbersifat
struktural dan teknis.

Kelima, model transformasi
manajemen sumber daya aparatur yang
paling efektif dalam meningkatkan kinerja
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

adalah model yang  menekankan
keterpaduan antara perencanaan strategis
adaptif, pengembangan kompetensi
aparatur berkelanjutan, tata kelola

berbasis teknologi yang transparan, serta
akuntabilitas kinerja yang berorientasi
hasil. Model tersebut bekerja secara
sistemik dan saling melengkapi sehingga
mampu menjawab kompleksitas
tantangan  birokrasi daerah  serta
mendukung terwujudnya pemerintahan
yang efisien, efektif, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara praktis, temuan penelitian ini
memiliki  implikasi  strategis  bagi
reformasi  birokrasi, yaitu perlunya
pergeseran pendekatan dari reformasi
yang berorientasi struktural menuju
transformasi  yang berfokus pada
perubahan nilai, budaya kerja, dan
kepemimpinan aparatur. Pemerintah
daerah perlu memprioritaskan penguatan
budaya organisasi, pengembangan
kepemimpinan transformasional,
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penerapan sistem merit yang konsisten,
serta integrasi teknologi dalam tata kelola
pemerintahan guna meningkatkan kinerja
dan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian
mengenai pengaruh transformasi
manajemen sumber daya aparatur

terhadap peningkatan kinerja Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat, beberapa
rekomendasi yang dapat diajukan adalah
sebagai berikut:

Pertama, pengembangan model
transformasi manajemen sumber daya
aparatur berbasis local core values perlu
dipimpin langsung oleh kepala daerah
sebagai pengambil kebijakan utama
dengan dukungan teknis dari BKPSDM
dan  Bagian  Organisasi. = Program
transformasi budaya aparatur sebaiknya
dirumuskan secara partisipatif dan
diintegrasikan ke dalam seluruh siklus
manajemen aparatur, mulai dari tahap
perencanaan hingga evaluasi kinerja.
Model  transformasi SAREUNDEUK
SAIGEL yang mencakup dimensi nilai dan
perilaku aparatur, kepemimpinan adaptif,
sistem kerja inovatif, serta orientasi nilai
publik dapat dijadikan sebagai kerangka
implementatif dalam menjawab
kompleksitas pembangunan daerah.

Kedua, diperlukan reposisi peran
pimpinan perangkat daerah sebagai agen
transformasi budaya, bukan sekadar
pengendali administratif. Peran tersebut
dijalankan oleh kepala perangkat daerah
sebagai change agents dengan fasilitasi
dari BKPSDM melalui penyusunan
leadership charter daerah.
Implementasinya perlu diperkuat melalui
mekanisme evaluasi kepemimpinan

berbasis umpan balik aparatur lintas level
yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
Daerah guna menjamin akuntabilitas dan
efektivitas kepemimpinan.

Ketiga, pemerintah daerah perlu
mengembangkan sistem manajemen
kinerja berbasis praktik kerja nyata
(work-based performance) yang dipimpin
oleh BKPSDM dan Bappeda serta
diimplementasikan oleh seluruh
perangkat daerah. Penilaian kinerja tidak
lagi berorientasi pada aspek administratif
semata, melainkan pada kontribusi nyata
aparatur dalam penyelesaian masalah
publik, inovasi pelayanan, dan kolaborasi
lintas unit kerja.

Keempat, transformasi digital perlu
diarahkan sebagai instrumen perubahan
perilaku organisasi, bukan sekadar
digitalisasi prosedur. Pengembangan
sistem ini dikoordinasikan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika bersama
Bappeda dengan dukungan seluruh
perangkat daerah melalui pembangunan
dashboard kinerja yang transparan dan

kolaboratif. Pendekatan tersebut
diharapkan mampu mendorong
akuntabilitas horizontal, memperkuat
budaya kerja berbasis data, serta
meningkatkan efektivitas kinerja

pemerintahan secara berkelanjutan.
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